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.~ DUGAAN KORUPSI KPU SIGI

Polisi Segera Tetapkan Tersangka

PALU, MERCUSUAR-Terkait kasus dugaan korupsi
dana honor PPS dan PPK se-Kabupaten Sigi dalam
penyelenggaraan Pilgub Sulteng 2011, Direktorat
Kriminal Khusus (Dir Krimsus) Polda Sulteng, telah
memeriksa sedikitnya 10 orang saksi. Dalam waktu
dekat polisi akan menetapkan para tersangka.
dana honor PPS dan PPK senilai
Rp 300 juta lebih, serta dana

pajak pelaksanaan Pilgub Sulteng
senilai Rp 170 juta yang dikelola

Jajaran Kepolisian Polda Sul
teng, mulai melakukan penye-
lidikan awal terkait dugaan
penyimpangan dalam pengelolaan

oleh KPU Kabupaten Sigi kurun
2010-2011.

Direktur Dirkrimsus Polda
Sulteng, Kombes Pol Taufiq
Triadmojo mengatakan, polisi
telah memeriksa secara mara-
ton beberapa orang yang di-
panggil menjadi saksi terkait
dengan kasus tersebut. "Sampai se-
karang pemeriksaan masih berjalan.
Sudah lebih dari 10 orang,” kata Tau
fig kepada Mercusuar, Kamis (11/8).

Meskipun tidak menyebutkan

siapa saja yang telah diperiksa,
namun Taufiq menegaskan, dari
hasil pemeriksaan diketahui
beberapa orang diantaranya
sudah ada yang memenuhi
unsur untuk menjadi ter-
. sangka. “Saat ini kami belum
bisa mempublikasikan,
namun dakum waktu dekat sudah ada
yang akan ditetapkan sebagai
tersangka,” kata Taufiq.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
PBHR Sulteng, Muhammad Maskur

menyatakan pihaknya sangat
mengapreseasi langkah cepat yang
dilakukan Polda Sulteng terkait
kasus dugaan korupsi di KPU Sigi.
Menurut Maskur, langkah polisi
tersebut akan memperbaiki presed-
en buruk masyarakat terhadap
aparat penegak hukum di Sulteng,
yang terkesan lamban menangani
dugaan penyimpangan di KPU Sigi.
“Bayangkan saja sudah sangat
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telanjang kasusnya, namun belum
juga dibawa ke ranah hukum.
Karenanya kami sangat mendukung
upaya yang dilakukan polisi,” ujar
Maskur yang dihubungi via telepon,
Kamis malam.

Aktivis LSM yang konsen dalam
-advokasi hukum dan pemberan-
tasan korupsi ini menegaskan,
upaya penegakan hokum yang
dilakukan dalam kasus yang mem-
belit KPU Sigi, hendaknya dija-
lankan secara terbuka. Sehingga
publik bisa memberi dukungan
kepada aparat penegak hukum.

“Kami juga ingatkan agar polisi
bisa membongkar siapa saja
pejabat yang terlibat dalam kasus
ini. Jangan ada tebang pilih dalam
penanganan korupsi KPU Sigi,”
ujarmnya mengingatkan.

BOBROK

Satu per satu kebobrokan KPU
Sigi dalam mengelola keuangan
negara terbongkar ke publik. Semua
bermula dari protes para anggota
PPS dan PPK se-Kabupaten Sigi,
yang inendesak honor mereka seba
gai penyelenggara adhoc dalam
Pilgub Sulteng harus segera
dibayarkan

Tidak tanggung-tanggung, dana
hanor PPS dan PPK yang diduga
disalahgunakan oleh KPU Sigi
sebesar Rp 300 juta lebih. Padahal
sejak akhir Maret 2011, Sekretariat
KPU Sulteng telah mentransfer
dana tersebut ke rekening milik KPU
Sigi. Namun hingga saat ni, ratusan
petugas PPS dan PPK masih belum
menerima hak mereka.

Bobroknya lagi, dana tersebut
ternyata dipinjamkan kepada orang-
orang tertentu di jajaran sekretariat
dan komisioner KPU Sigi. Layaknya
koperasi simpan pinjam, oleh
bendahara KPU Sigi, Irwan Tanigau,
dana Rp 300 juta itu dipinjamkan
Irwan mengaku, selain memin-
jamkan kepada staf seketariat, dana
itu juga sempat dipinjam oleh
komisioner KPU Sigi. Namun Irwan
tidak merinci jumlahnya.

Saat namanya disebut-sebut
sebagai salah satu peminjam, Ketua
KPU Sigi Moh Fachri secara tegas
membantah hal itu. Fachri
menyatakan bahwa pihaknya tidak

pernah mengetahui urusan pinjam
meminjam dana honor PPS dan
PPK. “Apalagi meminjam uang yang
menjadi hak para anggota PPS dan
PPK. Ini fitnah dan pembunuhan
karakter terhadap saya. Urusan
keuangan semuanya tanggung
jawab bendahara,” ujar Fachri
membantah.

Sementara anggota KPU divisi
Hukum dan Perundang-undangan,
Hairil justru secara kesatria me-
ngakui bahwa dirinya meminjam
dana kepada bendahara. Namun

pinjaman tersebut telah dikem-,

balikan. *“Yang pasti saya tidak
meminjam uang honor PPS dan
PPK, melainkan meminjam uang
pribadi bendahara. Itu sudah saya
kembalikan,” ujar Hairil beberapa
waktun Jalu.

Kabar terbaru yang diperoleh
menyebutkan, dana honor PPS dan
PPK tersebut, sebagian sudah
dibayarkan. Namun sebulan terak-
hir, dana yang sudah sempat ter-
kumpul dan rencananya akan
dibayarkan kepada PPS dan PPK
satu kecamatan, ternayata kembali
digunakan untuk penjalanan dinas.
Entah siapa yang menggunakan
dana itu. Jajaran sekretariat dan
komisioner KPU Sigi, bungkam tak
mau memberi penjelasan saat
dikonformasi.

Belum usai kisruh dana honor PP
dan PPK senilai Rp 300 juta, muncul
lagi dugaan penyimpangan baru.
Kali ini dana pajak penyelenggaraan
Pilgub Sulteng 2011 senilai Rp 170
juta, rupanya tidak pernah disetor ke
kas daerah. Dana tersebut diduga
telah digunakan bukan pada
peruntukkannya.

Beberapa item pajak yang belum
dibayarkan oleh bendahara KPU
Sigi diantaranya pajak honorarium,
pajak pengadaan alat tulis kantor
(ATK), pajak pengadaan sejumiah
blanke (formulir) Pilgub, serta pajak
untuk biaya makan-minum.
Pelaksana tugas Sekretaris KPU
Sigi, llham Lahua saat dikonfirmasi
membenarkan bahwa dana pajak
dalam kegiatan Pilgub di Kabupaten
Sigi, belum juga disetor oleh
bendahara. Bahkan llham menuding
hal itu sulit dituntaskan karena
bendahara KPU Sigi, Irwan Tanigau,
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sudah dua bulan tidak pernah

masuk kantor.

Tidak tanggung-tanggung, llham
Lahua mengakui bahwa dana yang
dialokasikan untuk pajak senilai
Rp170 juta, sudah habis terpakai.
Namun tidak jelas pertanggung
jawaban penggunaannya. “Angga-
ran pembayaran pajak juga sudah
habis, belum jelas dananya dipakai
untuk apa. Bendahara yang paling
tahu penggunaan dana itu. Saat ini
KPU Sigi sedang mengkoordinasik-
an hal itu dengan KPU Sulteng,” ujar
liham Lahua akhir Juli lalu.

Belum usai hebohnya dua kasus
dugaan penyimpangan, dana honor
PPS dan PPK serta dana pajak
Pilgub, kini KPU Sigi harus ber-
hadapan dengan kasus pengelolaan
keuangan Pilgub Sulteng senilai Rp
5 miliar.

Sekretaris KPU Sulteng, Mukmin
menyatakan, terkait buruknya
pengelolaan anggaran Pilgub
Sulteng di KPU Sigi, belum bisa
dipertanggung jawabkan KPU Sigi.
Dana tersebut adalah anggaran
operasional sebesar Rp 5 miliar, dan
dana Silpa 2010 sebesar Rp 76 juta.

Bukan itu saja, infomasi yang
dihimpun menyebutkan, hasil
pemeriksaan yang dilakukan Badan
Pengawas Daerah (Bawasda)
Sulteng menunjukkan sejumlah
temuan dugaan penyalahgunaan
keuangan dalam pengelolaan dana
Pilgub Sulteng yang digunakan oleh
KPU Sigi. Namun, pihak Bawasda
masih enggan membeberkan data
temuan tersebut.

Menyikapi permasalahan ini,
anggota KPU Sulteng, Patrisia
Lamarauna secara tegas mengi-
ngatkan agar permasalahan
pengelolaan keuangan ini, benar-
benar diselesaikan sesuai keten
tuan aturan yang berlaku. Jika dari
hasil audit ditemukan penyim-
pangan dan penyalahgunaan, harus
ditangani oleh aparal penegak
hukum.

“Ini menyangkut integritas
secrang komisioner. Masalah ini
akan saya usulkan untuk diba-
has di rapat pleno KPU Sulteng.
Hasilnya panti akan mengarah
ke Dewan Kehormatan KFt,”
ujar Patrisia. wetotr




 






